
38 

Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 10 Nomor 1 (2026) 38-47 

 

 

DIALETIKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN IURAN SAMPAH  

BAGI KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN EKSTREM DI KOTA MAKASSAR  

 

Triza Andinia, Sukri Tammab, Ariana Yunusc 
a,b,c Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia 

E-mail: trizaandini09@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Tulisan ini menganalisis dialektika penyusunan kebijakan pembebasan iuran sampah bagi kelompok 

masyarakat miskin ekstrem di Kota Makassar dengan menggunakan metode studi literatur. Fokus kajian 

diarahkan pada dinamika ide, kepentingan, dan relasi kekuasaan yang membentuk proses perumusan 

kebijakan, khususnya dalam konteks ketegangan antara kebutuhan fiskal daerah dan tuntutan keadilan 

sosial. Kerangka dialektika Hegelian digunakan untuk membaca proses kebijakan melalui tiga 

tahapan: tesis, pertentangan antara kepentingan ekonomi pemerintah daerah; antitesis, yakni resistensi 

masyarakat miskin ekstrem yang menilai iuran sampah sebagai beban struktural yang menghambat akses 

terhadap layanan dasar; serta sintesis, yaitu lahirnya model kebijakan pembebasan iuran yang berbasis 

diferensiasi, targeting, dan jaminan akses layanan bagi kelompok paling rentan. Hasil tulisan menunjukkan 

bahwa kebijakan ini tidak hanya merupakan respons administratif, tetapi refleksi dari transformasi orientasi 

pemerintah daerah menuju sistem layanan persampahan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan adaptif 

terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tulisan ini menegaskan bahwa dialektika politik memainkan 

peran signifikan dalam membentuk inovasi kebijakan lokal, sekaligus memberikan kontribusi konseptual 

bagi kajian keadilan sosial dan reformasi layanan publik di Indonesia. 

 Kata Kunci: Dialetika, Kebijakan, Sampah, Masyarakat, Miskin 

   

ABSTRACT  

This paper analyzes the dialectics of waste fee exemption policy formulation for extremely poor 

communities in Makassar City using a literature review method. The study focuses on the dynamics of 

ideas, interests, and power relations that shape the policy formulation process, particularly in the context 

of tensions between regional fiscal needs and demands for social justice. The Hegelian dialectical 

framework is used to examine the policy process through three stages: thesis, the contradiction between 

the economic interests of local government; antithesis, namely the resistance of extremely poor 

communities who view waste fees as a structural burden that hinders access to basic services; and 

synthesis, which is the emergence of an exemption policy model based on differentiation, targeting, and 

guaranteed service access for the most vulnerable groups. The findings show that this policy is not merely 

an administrative response, but a reflection of the transformation of local government orientation toward 

a more inclusive, equitable, and adaptive waste management service system responsive to the socio-

economic conditions of the community. This paper emphasizes that political dialectics plays a significant 

role in shaping local policy innovation, while providing conceptual contributions to studies of social justice 

and public service reform in Indonesia. 
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PENDAHULUAN 
Kebijakan publik merupakan perangkat penting dalam tata kelola pemerintahan, karena melalui sarana 

inilah negara berupaya mencapai tujuan pembangunan, menyediakan layanan kepada warga negara, serta 

merespons berbagai persoalan sosial (Dunn, 2017). Dalam sistem demokrasi, kebijakan tidak lahir secara 

sepihak, melainkan merupakan hasil dari negosiasi dan kompromi antara banyak pihak mulai dari 

pemerintah eksekutif, legislatif, kelompok kepentingan, hingga organisasi masyarakat sipil (Kusuma et al., 

2024). Proses kebijakan melalui tahapan yang berlapis: mulai dari identifikasi dan perumusan masalah, 

penyusunan agenda, pembuatan rancangan kebijakan, proses legitimasi, implementasi, hingga evaluasi 

(Anderson, 2006). Pada setiap fase selalu terdapat ruang bagi tarik-menarik kepentingan maupun 

perdebatan publik. 

Sebagai sebuah proses yang saling berkaitan, dinamika pembuatan kebijakan kerap dipengaruhi oleh 

konteks sosial, kepentingan politik, dan kondisi ekonomi yang mencakup (Soeharsono et al., 2023). Oleh 

karena itu, kebijakan dapat dipahami sebagai hasil dialog antara gagasan normatif dan realitas di lapangan, 

yang pada akhirnya mendorong terjadinya perubahan baik dalam bentuk ide maupun struktur sosial 

(Kristian, 2023). Salah satu contoh transformasi tersebut tampak dalam kebijakan pengelolaan sampah di 

Indonesia. Kerangka regulasinya tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 beserta aturan 

turunan yang mengatur pelaksanaannya. Dalam implementasinya, tanggung jawab operasional dan 

kebijakan pengelolaan sampah sebagian besar berada di tangan pemerintah daerah sebagai pelaksana. 

Kota Makassar merupakan Ibu Kota Sulawesi Selatan yang menghadapi tantangan besar dalam 

penanggulangan sampah (Muhlis et al., 2022). Pemerintah kota telah berupaya memperbaiki sistem melalui 

sejumlah program, termasuk Makassar Tidak Rantasa (MTR), yang bertujuan mendorong partisipasi 

masyarakat kota dalam menjaga kebersihan (Sukmawati et al., 2025). Walaupun demikian, program ini 

masih deperhadapkan dengan berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya 

disiplin warga dalam mengelola sampah (T.P et al., 2022). Selain itu, pemerintah kota juga menghadirkan 

mekanisme retribusi sampah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai layanan kebersihan.  

Akan tetapi, kebijakan retribusi tersebut menghadapi kritik, terutama dari kelompok masyarakat 

berpenghasilan sangat rendah. Bagi rumah tangga miskin ekstrem, kewajiban membayar iuran dianggap 

memberatkan dan menambah beban dalam kondisi ekonomi yang sudah rentan (Nurhikmah et al., 2022). 

Kelompok ini menilai bahwa kebijakan tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan peran negara dalam melindungi fakir miskin 

(Subarsono, 2011). Merespons keberatan tersebut, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan 

Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 yang menetapkan peninjauan ulang tarif retribusi kebersihan, termasuk 

pemberlakuan pembebasan iuran bagi rumah tangga pengguna listrik 450–900 VA sebagai indikator 

kemiskinan ekstrem (Pemerintah Kota Makassar, 2025). Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi beban 

kelompok rentan sekaligus memastikan mereka tetap memperoleh layanan kebersihan yang memadai. 

Penelitian mengenai kebijakan pembebasan iuran sampah bagi masyarakt miskin ekstrem memberi 

ketertarikan dalam studi ilmu politik dan administrasi publik. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa kebijakan iuran dibentuk melalui negosiasi antara pemerintah dan masyarakat khususnya kelompok 

rentan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Nurhikmah et al., 2022)) menemukan bahwa keikutsertaan 

kelompok rentan masih bersifat prosedural. Temuan serupa dari (T.P et al., 2022) mengemukakan adanya 

ketidak sesuain tarif, kurangnya transparansi, serta lemahnya keberhasilan pembayaran iuran. Serta pada 

penelitian (Hertomo et al., 2018) mengenai strategi peningkatan retribusi sampah rumah tangga di Kota 

Bekasi turut menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan iuran sangat dipengaruhi oleh ketetapan pendataan 

wajib retribusi sampah, kejelasan regulasi, serta efektivitas komunikasi antara pemerintah dan seluruh 

warga Kota Bekasi.   

Berbagai studi sebelumnya cenderung menempatkan kebijakan retribusi sampah dalam kerangka 

kepatuhan pembayaran dan tingkat partisipasi masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan 

implementasi kebijakan. Fokus tersebut umumnya menyoroti aspek perilaku warga, kemampuan 

membayar, serta efektivitas mekanisme penagihan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Namun demikian, pendekatan tersebut masih terbatas karena belum secara memadai menjelaskan 

bagaimana kebijakan pembebasan iuran itu sendiri lahir, khususnya melalui dinamika politik, pertarungan 

kepentingan, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam proses perumusannya. Ketiadaan analisis 

terhadap proses dialektika politik ini menunjukkan adanya kekosongan kajian, terutama dalam memahami 

bagaimana konflik antara kepentingan fiskal pemerintah daerah dan tuntutan keadilan sosial dari kelompok 

miskin ekstrem dinegosiasikan hingga menghasilkan keputusan kebijakan. 

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi contextual gap dengan menghadirkan konteks 

spesifik Kota Makassar dalam proses formulasi kebijakan, sekaligus mengisi theoretical gap melalui 
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penggunaan pendekatan dialektika Hegelian. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam 

terhadap proses kebijakan sebagai hasil dari interaksi dinamis, sehingga mampu menjelaskan tidak hanya 

apa hasil kebijakan, tetapi juga bagaimana dan mengapa kebijakan tersebut terbentuk. Dengan berpijak 

pada pendekatan dialektika Hegelian, penelitian ini menganalisis bagaimana konflik antara kepentingan 

fiskal pemerintah daerah dan tuntutan keadilan sosial dari masyarakat berpenghasilan rendah berinteraksi 

dan bernegosiasi hingga menghasilkan suatu sintesis kebijakan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan proses terbentuknya kebijakan pembebasan iuran sebagai hasil dari dinamika 

pertentangan kepentingan yang kemudian melahirkan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan. 

 

METODE PENELITIAN 
Tulisan ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji dinamika dialektika berlaku dalam 

penyusunan kebijakan penghapusan iuran sampah bagi rumah tangga miskin ekstrem di Kota Makassar. 

Berbagai sumber sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, peraturan pemerintah, serta dokumen resmi dipilih 

berdasarkan keselarasan topik dan kekuatan akademiknya (Silahudin & Lestari, 2025). Analisis dilakukan 

secara kualitatif dengan menggunakan kerangka dialektika Hegelian yang terdiri atas tiga tahap utama: 

tesis, pertentangan antara kepentingan ekonomi pemerintah daerah (Okhtafianny & Ariani, 2023); antitesis, 

berupa penolakan dari kelompok miskin ekstrem yang merasa tidak mampu menanggung biaya tersebut 

(Nurhikmah et al., 2022); dan sintesis, yaitu  lahirnya model kebijakan pembebasan iuran yang berbasis 

diferensiasi, targeting, dan jaminan akses layanan bagi kelompok paling rentan (Pemerintah Kota 

Makassar, 2025) melalui perspektif dialektis ini, hubungan antara gagasan, kepentingan politik, dan struktur 

kekuasaan yang memengaruhi proses kebijakan dapat dipahami secara lebih komprehensif (Cairney, 2021). 

Pendekatan tersebut juga memperlihatkan bahwa dinamika dialektika dapat menjadi instrumen penting 

untuk memperkuat keadilan sosial di tingkat lokal, khususnya dalam kebijakan yang diarahkan untuk 

mengurangi beban masyarakat miskin ekstrem (Mulugeta Woldegiorgis, 2022). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kebijakan retribusi sampah di Kota Makassar merupakan salah satu sara penting dalam tata kelola 

publik, berada pada titik temu antara kebutuhan pembiayaan daerah, tuntutan peningkatan kualitas layanan, 

serta dorongan normatif untuk memastikan layanan dasar dapat diakses secara merata oleh seluruh warga. 

Dasar regulasinya tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang memberikan legitimasi hukum kepada pemerintah 

kota untuk mengatur mekanisme pembiayaan sektor kebersihan (Pemerintah Kota Makassar, 2011). Dalam 

peraturan Daerah Kota Makassar dimana iuran pembuangan sampah serta sarana kebersihan lainnya telah 

dikelompokkan dengan berbagai kelompok pembayaran iuran. Pada kelompok rumah terbagi menjadi tiga 

kelompok, pelayanan angkutan sampah rumah diluar Kawasan perdagangan dan pelayanan angkutan 

sampah rumah tangga dikenakan biaya 25.000 rupiah dan pelayanan angkutan sampah Kawasan perumahan 

elite dikenakan biaya sebesar 50.000 rupiah. Peraturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pendukung 

fiskal untuk menutup biaya operasional pengelolaan sampah, tetapi juga dirancang sebagai upaya 

memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.  

Pengaturan tarif berdasarkan kategori rumah tangga dan tipe layanan mencerminkan upaya birokratis 

untuk menyalurkan beban biaya secara lebih proporsional (Susilawati & Wahyono, 2019). Akan tetapi, 

penelitian mengenai pelayanan publik menunjukkan bahwa rancangan tarif yang ditetapkan tersebut sering 

kali gagal dalam melihat perbedaan kondisi ekonomi warga, terutama kelompok berpendapatan rendah 

(Dwiyanto, 2014). Dengan demikian, meski kebijakan tersebut tampak adil dari sudut pandang 

administratif, penerapannya tidak serta-merta merefleksikan keadilan sosial. Kesenjangan inilah yang 

kemudian memicu munculnya dinamika dialektis, ketika prinsip-prinsip teknokratis berhadapan langsung 

dengan kenyataan tentang ketidaksetaraan di masyarakat (Gunawan, 2025). 

Kebijakan retribusi sampah Makassar sebagai tesis dasar yang bertumpu pada asumsi bahwa 

pengelolaan sampah menuntut keterlibatan warga, baik dalam perilaku maupun kontribusi finansial 

(Mursalin, 2024). Pemerintah Kota Makassar memandang bahwa keberlangsungan layanan tidak mungkin 

sepenuhnya ditopang oleh APBD; sebaliknya, diperlukan pula kontribusi langsung dari pengguna jasa yaitu 

masyarakat melalui iuran retribusi yang harus dibayar setiap bulan. Pendekatan ini sejalan dengan 

prinsip cost recovery, yaitu bahwa sebagian biaya operasional layanan publik perlu ditanggung oleh 

penerima manfaat untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan layanan (Dunn, 2017). Dalam konteks 

perkotaan, termasuk di Kota Makassar dimana terjadi peningkatan volume sampah rumah tangga dan 

komersial beberapa tahun terakhir dikarenakan bertambahnya penduduk (Satu Data Kota Makassar, 2022). 

Kenaikan biaya tersebut mencakup transportasi sampah, perawatan armada, pengelolaan lokasi pemrosesan 
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akhir, hingga kebutuhan tenaga kerja pengangkut sampah. Pemerintah daerah kemudian menilai bahwa 

kapasitas APBD tidak lagi memadai, sehingga kontribusi masyarakat dipandang sebagai pilihan yang 

rasional untuk menjaga kualitas layanan (Hasbullah, 2020). 

Di samping sebagai instrumen pembiayaan, pemerintah juga meyakini bahwa pemberlakuan iuran 

dapat memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap layanan kebersihan yang mereka dapatkan 

(Komalasari & Hutagalung, 2021). Namun, argumen ini mengabaikan kondisi struktural kelompok 

masyrakat miskin ekstrem. Iuran yang ditetapkan secara merata justru menjadi beban yang lebih berat 

secara seimbang bagi rumah tangga miskin dibandingkan bagi kelompok rumah tangga dengan daya beli 

lebih tinggi (Agovino et al., 2021a). Pada tahun 2024 berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Kota 

Makassar, 2024), presentase penduduk miskin Kota Makassar sebesar 4,97% dengan jumlah sekitar 79.000 

jiwa. Dalam kerangka dialektika Hegelian, fase tesis ini memunculkan antitesis berupa protes sosial, serta 

tekanan politik yang menuntut adanya revisi kebijakan agar lebih responsif terhadap kondisi ekonomi 

kelompok yang paling rentan (Abu-Qdais et al., 2023). 

Antitesis terhadap kebijakan retribusi muncul ketika kondisi sosial menunjukkan kesenjangan 

kemampuan membayar antarwarga, terutama kelompok miskin ekstrem (Ansori, 2023) . Bagi kelompok 

ini, kewajiban membayar iuran menjadi beban ekonomi yang berat karena pendapatan mereka sangat 

terbatas dan sebagian besar digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan hunian 

(Apio et al., 2024). Ketidakharmonisan antara rancangan kebijakan dan realitas masyarakat miskin 

memunculkan bentuk resistensi: rendahnya tingkat pembayaran iuran sampah yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah.  

Selain masalah kesenjangan ekonomi, kritik juga diarahkan pada aspek normatif dan konstitusional. 

Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan bagi kelompok miskin 

dan rentan. Argumen ini telah disampaikan (Subarsono, 2011) dan semakin tepat dalam konteks kebijakan 

publik saat ini, terutama ketika penelitian terbaru menekankan pentingnya kebijakan fiskal daerah yang 

responsif terhadap kemiskinan ekstrem (Prawoto, 2023). Kritik tersebut membantah asumsi dasar kebijakan 

sebelumnya yang menganggap bahwa semua warga memiliki kemampuan finansial yang sama dalam 

membayar iuran sampah setiap bulan (Massoud et al., 2021a). Fakta bahwa sebagian warga hidup dalam 

kondisi terbatas mempertanyakan rasionalitas serta legitimasi moral pendekatan seragam tersebut. 

Penolakan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga diperkuat oleh hasil kajian fiskal yang 

menunjukkan bahwa tingkat pembayaran iuran di kalangan rumah tangga miskin ekstrem sangat rendah 

sehingga tidak efektif dijadikan sebagai sumber Pendapatn Asli Daerah (Ampong et al., 2024).  

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Makassar memberlakukan sistem pembayaran universal, yaitu 

seluruh rumah tangga dikenai iuran tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas ekonomi (Nepal et al., 

2022). Meskipun selaras dengan prinsip cost recovery, penerapan tarif yang sama justru menimbulkan 

ketidakadilan distribusi, terutama bagi keluarga miskin ekstrem yang tidak mampu secara finansial 

(Widiasih et al., 2023). Dengan demikian, kebijakan retribusi sampah di Kota Makassar tidak hanya 

mengutamakan pendekatan teknokratis, tetapi juga menunjukkan prioritas pemerintah yang lebih terfokus 

pada keberlanjutan fiskal dibanding perlindungan sosial bagi kelompok paling rentan (Girma et al., 2022). 

Keadaan inilah yang menjadi inti proses dialektika kebijakan, disaat pemerintah harus menyeimbangkan 

kebutuhan pendapatan daerah dengan tuntutan moral untuk memastikan keadilan dalam penyediaan 

layanan dasar. 

Arah reformasi kebijakan mulai terlihat secara tegas pada tahun 2024 ketika pasangan Munafri 

Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) mengangkat persoalan persampahan sebagai salah satu 

tonggak utama dalam kontrak politik mereka. Dengan menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai 

fondasi, mereka menegaskan bahwa kelompok miskin ekstrem harus menjadi pihak yang paling 

diutamakan (Chernet et al., 2024). Pembebasan iuran tidak disampaikan hanya sebagai janji kampanye, 

melainkan sebagai langkah perbaikan terhadap ketidaksetaraan struktural dalam mekanisme retribusi. 

Pasangan MULIA juga menggarisbawahi ketidakseimbangan kontribusi antara rumah tangga miskin dan 

pelaku usaha, terutama karena sektor bisnis yang memproduksi volume sampah terbanyak dikenakan tarif 

yang dinilai tidak sebanding (DLH Makassar, 2023). Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, mereka 

menawarkan skema subsidi silang dengan menaikkan tarif sektor bisnis (Acey et al., 2019). Sehingga biaya 

pembebasan iuran bagi keluarga miskin ekstrem dapat disubsidi silang, sejalan dengan prinsip ability to 

pay yang banyak dianjurkan dalam literatur keuangan daerah (Ezebilo, 2011; Thompson et al., 2023).  

Adanya perbedaan antara logika fiskal pemerintah daerah (tesis) dan kritik terhadap ketidakadilan 

yang dialami masyarakat miskin ekstrem (antitesis) kemudian melahirkan sintesis berupa kebijakan 

pembebasan iuran retribusi sampah (Girma et al., 2022). Kebijakan ini diformalkan melalui Peraturan Wali 

Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan. Regulasi 
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tersebut menandai pergeseran paradigma penting: dari kesamaan langkah-langkah menuju keadilan 

distributif, di mana beban pembayaran tidak lagi dibebankan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan 

kapasitas dan tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat (Girma et al., 2022).  Dalam konteks ini, 

indikator daya listrik 450–900 VA digunakan sebagai alat penentuan bagi rumah tangga miskin ekstrem 

yang layak menerima pembebasan atau pengurangan iuran sejalan dengan kebijakan nasional yang 

mengadopsi ukuran serupa untuk menentukan kelompok berpenghasilan rendah (Saputri et al., 2024).   

Namun, penggunaan indikator daya listrik sebagai dasar penentuan kelompok miskin ekstrem juga 

perlu dipahami secara kritis. Meskipun banyak digunakan dalam kebijakan nasional sebagai proksi 

kemiskinan, dalam praktiknya terdapat potensi bias yang dapat memengaruhi ketepatan sasaran. Misalnya, 

rumah tangga dengan jumlah anggota besar yang tinggal di hunian sederhana dapat menggunakan daya 

listrik rendah namun memiliki beban ekonomi tinggi, atau sebaliknya terdapat rumah tangga dengan daya 

listrik rendah tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, validitas 

indikator ini perlu diperkuat melalui mekanisme verifikasi faktual di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta 

integrasi dengan data sosial seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendekatan ini penting 

untuk meminimalkan kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran manfaat kebijakan, sehingga prinsip 

keadilan distributif dapat benar-benar tercapai. 

Perubahan kebijakan ini tidak dapat dipahami sebagai bantuan sosial proporsional terbatas, tetapi 

sebagai bagian dari penyusuna ulang yang menyeluruh terhadap sistem retribusi persampahan (Ezeudu & 

Bristow, 2025a). Transformasi tersebut mencakup revisi landasan hukum, penyesuaian struktur tarif, 

penguatan kapasitas kelembagaan, hingga pembaruan sistem pendataan untuk memastikan ketepatan 

identifikasi kelompok miskin ekstrem. Dengan demikian, proses dialektika kebijakan berlangsung tidak 

hanya dalam arena politik dan kampanye, tetapi juga dalam ranah teknokratis, birokratis, dan etis terutama 

pada proses formulasi dan implementasi kebijakan. Seluruh perkembangan ini mencerminkan pergeseran 

orientasi Kota Makassar menuju tata kelola retribusi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. 

Namun, dalam kerangka sintesis kebijakan, penerapan skema subsidi silang melalui peningkatan tarif 

pada sektor bisnis perlu dibaca tidak hanya sebagai instrumen keadilan distributif dan inklusif, tetapi juga 

sebagai kebijakan yang mengandung potensi konsekuensi ekonomi dan perilaku. Kenaikan tarif yang 

terlalu tinggi berisiko menimbulkan resistensi dari pelaku usaha, terutama apabila tidak selaras dengan 

kapasitas ability to pay (ATP) masing-masing sektor. Dalam beberapa studi, beban tarif yang dianggap 

tidak proporsional dapat mendorong penurunan kepatuhan (non-compliance), baik dalam bentuk 

keterlambatan pembayaran maupun penghindaran terhadap sistem retribusi formal (Agovino et al., 2021b; 

Massoud et al., 2021b). Oleh karena itu, keberlanjutan skema subsidi silang sangat bergantung pada 

kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan struktur tarif antara rumah tangga elite, sektor komersial, 

dan kelompok miskin ekstrem, sehingga distribusi beban tidak menimbulkan distorsi ekonomi maupun 

resistensi kolektif. Pendekatan berbasis ATP menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan tetap adil 

sekaligus dapat diterima oleh seluruh kelompok pengguna layanan (Hasbullah, 2020). 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar berada di garis depan dalam merespons gagasan 

pembebasan iuran sampah yang kemudian dihadapkan pada dilema antara tuntutan keadilan sosial dan 

kebutuhan menjaga ketersediaan anggaran untuk daerah (Kismawati et al., 2018). Meskipun pada tahap 

awal menunjukkan keberatan karena kekhawatiran terhadap potensi penurunan penerimaan, DLH perlahan 

menyesuaikan diri (Hertomo et al., 2018).  Dengan melakukan efisiensi operasional, memperkuat fungsi 

TPS3R, menerapkan digitalisasi pada sistem pendataan dan penagihan untuk kelompok non-miskin, serta 

menjajaki sumber pendanaan alternatif seperti mekanisme subsidi silang (Hidayanti & Efendi, 2021). 

Adaptasi ini menggambarkan dinamika dialektis internal, ketika lembaga birokrasi harus menyeimbangkan 

stabilitas fiskal dengan tanggung jawab moral menyediakan layanan dasar yang setara bagi warga Kota 

Makassar (Sukmawati et al., 2025). 

Lebih lanjut, aspek keberlanjutan fiskal (long-term sustainability) menjadi elemen kunci dalam 

memastikan efektivitas kebijakan pembebasan iuran dalam jangka panjang. Penurunan potensi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan iuran bagi kelompok miskin ekstrem menuntut adanya strategi 

kompensasi yang tidak semata bergantung pada subsidi silang. Selain itu, pemerintah daerah perlu 

mengoptimalkan efisiensi operasional melalui berbagai inovasi, seperti digitalisasi sistem penagihan dan 

pendataan untuk meningkatkan akurasi serta kepatuhan pembayaran dari kelompok non-penerima subsidi. 

Studi menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik dapat menekan biaya administrasi sekaligus 

meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah (Hindayanti & David Efendi, 

2021). Di samping itu, optimalisasi sistem pengelolaan sampah, seperti penguatan TPS3R dan efisiensi 

logistik pengangkutan, juga dapat berkontribusi dalam menutup celah pembiayaan operasional (Ezeudu & 
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Bristow, 2025b). Dengan demikian, keberlanjutan fiskal kebijakan tidak hanya ditopang oleh redistribusi 

tarif, tetapi juga oleh inovasi tata kelola dan efisiensi sistem layanan publik secara keseluruhan. 

Sementara itu, DPRD Kota Makassar menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran 

dalam proses pembahasan terhadap kebijakan pembebasan iuran sampah bagi kelompok masyarakat miskin 

ekstrem. Perumusan pembebasan iuran menjadi titik tarik-menarik antara berbagai kepentingan politik dan 

pertimbangan anggaran (Yukalang et al., 2017). Menurut laporan (Media Sinergi, 2025) beberapa fraksi 

menyambut kebijakan tersebut sebagai wujud keberpihakan pada kelompok miskin ekstrem, sedangkan 

fraksi lain mengajukan sikap lebih hati-hati karena khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Ketegangan politik ini semakin menguat menjelang periode elektoral, menunjukkan bahwa 

isu layanan publik bukan hanya soal administrasi teknis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam 

membangun legitimasi politik (Prinz & Sander, 2020). Di tingkat implementasi, pemerintah kecamatan dan 

kelurahan menjadi aktor kunci yang bertanggung jawab melakukan verifikasi lapangan, menyinkronkan 

data dengan bidang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Makassar, serta mengedarkan informasi 

kebijakan terkait agar penerima manfaat benar-benar sesuai sasaran (Suharto, 2015). Selain itu, mereka 

berperan sebagai jembatan komunikasi ketika muncul keluhan atau ketidaksesuaian persepsi di tengah 

warga, sehingga kontribusi mereka turut memperkuat penerimaan sosial terhadap kebijakan tersebut 

(Mukroni & Tienreng, n.d.). 

Pada fase sintesis, terlihat bahwa prinsip cost recovery tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi 

dipadukan dengan nilai keadilan sosial (Carrard et al., 2024). Pendekatan hibrid ini sejalan dengan kajian 

tentang pembiayaan layanan publik yang menekankan aspek kesetaraan (equitable public service 

financing), yaitu pembiayaan yang tetap menjaga stabilitas fiskal tanpa menambah beban kelompok rentan 

(SNV & UTS Institute for Sustainable Futures, 2019). Karena itu, kebijakan pembebasan iuran tidak dapat 

dianggap sebagai strategi politik semata, melainkan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan yang berupaya 

menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan kepekaan sosial (Mathonnat et al., 2020). Pemerintah Kota 

Makassar tetap memprioritaskan keberlanjutan layanan kebersihan; sekaligus menargetkan agar 

pembebasan iuran bagi kelompok miskin ekstrem dapat menekan angka ketidakpatuhan yang selama ini 

menjadi tantangan utama dalam pemungutan retribusi (Nugroho et al., 2023). Sejumlah penelitian 

menunjukkan bahwa kebijakan yang memberikan insentif berupa keringanan atau penghapusan biaya 

berpotensi meningkatkan kepatuhan masyarakat dan memperkuat perilaku pengelolaan sampah, terutama 

jika warga memandang kebijakan tersebut adil (Akmal et al., 2023). Lebih lanjut, aspek keberlanjutan fiskal 

(long-term sustainability) menjadi elemen kunci dalam memastikan efektivitas kebijakan pembebasan iuran 

dalam jangka panjang. Penurunan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan iuran bagi 

kelompok miskin ekstrem menuntut adanya strategi kompensasi yang tidak semata bergantung pada subsidi 

silang. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan efisiensi operasional melalui berbagai inovasi, 

seperti digitalisasi sistem penagihan dan pendataan untuk meningkatkan akurasi serta kepatuhan 

pembayaran dari kelompok non-penerima subsidi. Studi menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik 

dapat menekan biaya administrasi sekaligus meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan 

pendapatan daerah (Hidayanti & Efendi, 2021). Di samping itu, optimalisasi sistem pengelolaan sampah, 

seperti penguatan TPS3R dan efisiensi logistik pengangkutan, juga dapat berkontribusi dalam menutup 

celah pembiayaan operasional (Ezeudu & Bristow, 2025). Dengan demikian, keberlanjutan fiskal kebijakan 

tidak hanya ditopang oleh redistribusi tarif, tetapi juga oleh inovasi tata kelola dan efisiensi sistem layanan 

publik secara keseluruhan. 

Lebih jauh, sintesis kebijakan ini menggambarkan pergeseran orientasi pemerintah dari pendekatan 

fiskal yang bersifat teknokratis menuju kebijakan yang lebih humanis dan sesuai dengan mandat 

konstitusional (Hawari & Kartini, 2023). Dengan mengutamakan kelompok miskin ekstrem, pemerintah 

Kota Makassar secara tidak langsung menegaskan kembali amanat Pasal 34 UUD 1945 yang menuntut 

negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan (Permatasari, 

2024). Arah kebijakan ini juga berjalan selaras dengan literatur kebijakan sosial yang menempatkan pro-

poor policy design sebagai prinsip dasar, yakni perumusan kebijakan yang berfokus pada kepentingan 

masyarakat miskin (Purwadi et al., 2023). Pada tataran praktis, pemerintah berharap bahwa kebijakan 

pembebasan iuran tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin ekstrem, 

tetapi juga mendorong perilaku terhadap pengelolaan sampah, memperluas kesadaran publik mengenai 

pentingnya lingkungan bersih, dan memperkuat hubungan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah 

(Kurniawati et al., 2025).  

Secara keseluruhan, dinamika perumusan kebijakan pembebasan iuran sampah di Kota Makassar 

menunjukkan adanya pergeseran menuju model pelayanan publik yang lebih adaptif, responsif, dan 

berkeadilan. Kebijakan ini tidak hanya berhasil meredakan ketegangan antara tuntutan sosial dan 
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keterbatasan anggaran, tetapi juga menghasilkan formula kebijakan yang berpotensi menjadi rujukan bagi 

daerah lain dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan mutu layanan dasar. 

 

KESIMPULAN 
Kebijakan pembebasan iuran retribusi sampah di Kota Makassar hadir melalui proses dialektis yang 

mempertemukan kebutuhan pendapatan pemerintah daerah dengan tuntutan pemerataan manfaat layanan 

bagi warga miskin ekstrem. Pada tahap awal perancangannya, pemerintah masih berpegang pada 

pendekatan cost-recovery yang selama ini menjadi fondasi pembiayaan sektor kebersihan. Namun, 

dinamika sosial yang muncul, mulai dari penolakan masyarakat, hingga meningkatnya sorotan terhadap 

kesenjangan ekonomi yang mendorong lahirnya antitesis yang mempertanyakan keadilan dan relevansi 

sistem iuran sebelumnya. Proses negosiasi dan kompromi tersebut kemudian menghasilkan Peraturan 

Walikota No. 13 Tahun 2025 sebagai bentuk sintesisnya. Aturan ini tidak menghapis pertimbangan dalam  

keberlanjutan fiskal, tetapi merumuskan ulang kerangka kebijakan dengan memasukkan prinsip distribusi 

yang lebih adil, yakni melalui penghapusan iuran yang ditujukan secara spesifik kepada keluarga miskin 

ekstrem. Dalam pelaksanaannya, kecamatan dan kelurahan memegang peran kunci karena mereka menjadi 

garda depan dalam proses verifikasi data, serta penyuluhan kebijakan kepada warga agar implementasinya 

tetap valid  di mata publik.  

Kebijakan tersebut membawa beberapa dampak strategis. Pertama, menunjukkan perubahan orientasi 

pemerintah dari prinsip teknokratik yang kaku menuju pendekatan yang lebih inklusif, humanistik, dan 

selaras dengan amanat konstitusi serta kerangka kebijakan pro-miskin. Kedua, langkah ini berpotensi 

memperkuat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, karena kebijakan yang 

dianggap adil cenderung diterima lebih luas. Ketiga, model kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi daerah 

lain yang ingin meningkatkan kualitas layanan dasar tanpa mengabaikan stabilitas fiskal. Secara 

keseluruhan, penghapusan iuran retribusi sampah di Makassar bukan sekadar solusi administratif terhadap 

persoalan kemiskinan ekstrem, melainkan representasi transformasi kebijakan yang menggabungkan 

rasionalitas anggaran dengan komitmen etis terhadap keadilan sosial. Inisiatif ini menunjukkan upaya 

pemerintah kota untuk membangun layanan publik yang lebih responsif, adaptif, dan setara, sekaligus 

menawarkan inspirasi bagi inovasi kebijakan daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan 

sensitivitas sosial dalam penyediaan layanan. 
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